BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan retribusi di Pasar Oka sudah dapat berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat
dari pelaksanaan aspek-aspek dalam mengelola retribusi pasar yang meliputi sistem
adminitrasi yang sudah cukup baik. Aspek petugas dalam pemungutan retribusi sudah
cukup baik yaitu dengan adanya petugas tetap yang memungut retribusi. Aspek
pengawasan sudah cukup ketat terutama dalam mengatasi kelalaian pembayaran retribusi.
Aspek pemanfaatan hasil dari retribusi pasar ini belum optimal hal ini terjadi karena
keterbatasan dana dari pemerintah. Serta aspek pelayanan yang dirasakan sudah cukup
baik walaupun ada beberapa fasilitas pelayanan yang masih kurang memadai. Penerimaan
retribusi juga hampir 100% digunakan untuk pengelolaan pasar antara lain untuk gaji
pegawai, biaya operasional dan biaya administrasi. Jika terjadi kelebihan maka akan
dimasukan kedalam biaya operasional.

2. Faktor-faktor pendukung dalam pemberian pelayaan publik yang baik adalah adanya
kesadaran dari petugas dalam memberikan pelayanan dengan ramah, loyal dan
bertanggung jawab Sedangkan hambatan yang dihadapi banyaknya PKL dan pedagang
liar yang tidak berijin dan menambah ketidaknyamanan dan keterbatasan dana dalam

penyedian sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.



6.2. Saran

1. Pemerintah
a. Menertibkan pedagang kaki lima yang tidak mempunyai ijin pemakaian tempat dengan
cara menempatkan (merelokasi) PKL di tempat-tempat tertentu atau lahan kosong yang
tempatnya dapat dijangkau masyarakat sebagai lokasi khusus untuk para PKL. Hal
dapat dilakukan agar tidak terjadi kesemrawutan pedagang dan kesenjangan antara
pedagang yang berijin dan tidak berijin.
b. Pemerintah harus membangun lahan parkir sehingga pada saat hari pasar tidak terjadi
kemacetan.
2. Pedagang harus tetap mempertahankan waktu pembayaran retribusi pasar sehingga tidak
terjadi kesenjangan antara pedagang dan petugas pemungut retribusi.
3. Masyarakat harus menggunakan fasilitas yang ada sebaik mungkin. misalnya tempat
sampah yang sudah disedikan pemerintah sebik mungkin sehingga sampah tidak

berserakan dimana-mana.
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